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PERADILQN DESA (ADAT)
USAH# UNTUK MEMADUKAN ANTARA PRANATA ADAT
DAN

HUKUM PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Menjelang pertengahan abad ke 20, soal antara tertib.
hakum dah tertib sosial yang_léhih luas ind kian menjadi
bahan  permasalahan pokok dalém- perbincangan—perhbincangan
di dalam ilmu bukum, ) Denyan demikian perhatian  terhadap
pranata-pranata sosial vang sudab ada sebslumnya di  dalam
_ma%yarakét tidak dapat diabaikan‘begitu saja. kalau kita
menginginkan  bahwa hukum vang dibuat dapaf diterima dan
bl aku %wcara efektit di mana itw diberlakukan., Diawali
dengan suatu bentuk peraturan vang sangat sederbhana  vyvang
baftujuan untuk mengatur aegala-tingkah Takuw masyarakat,
yang kemudian berkembang menjadi serentetan. pranata—
pranata sosial yang sesual dengan kebutuban, dan  kemudian
pranata-pranata itu dianut secara turws termurun.

Dipelopori mléh'vmn Saviany di jerman, oelh Maine da
Inagris, madhat sejarah ini berhasil mengendalikap “dua
kebaenaran vyaitu @ 1) bahwa hukum itu bertali temali erat
sekall dengan konteks sosialnyva, dan kérena itu hukum akan
berevolusi seiring dengan prses perkambangah masyafakat;
clan 2} abhwa analisa-analisa vang logis .dan renungan~

renungan aspirasi saja, tidak akan cukup memadabi  untuk
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Dari peringatan vaﬁ vallenhoven twrsébut i  atas
ingin menonjolkan betapa penting daﬁ essensialhya hwakam
rakyat. daro pendapat rakvat, karena rakyatlah _5ehetuinya
Yarg tarlibap lengsung dengan hukum. Kedua hal tersebut di
atas  juga merupakan usaba  untuk  menunjuikkan  bagaimana
seharusnya pranata-pranata hubkum memperoleh tempatnya yang
cooek  dalam  bagan kérja keseluruhan struktur sosial,
sehingga didalam nelaksanaannya  tidak  Jauh  menyimpang
dengan fungsl dasar dgri hulowm itu aandiri.

Hoaehel menyimpullkan adanya @mpat fungﬁi dagar..dari
bulkum yaitu @ L) menetapkan hubumgan-—-hubungan antara para
Canggotba maﬁyérakat, dengan menunjukkan_jeni§~jania tingkah
takuy  apa vang diperkenankan dan apa pula yvang .dialarang;
2% menentukan pembagian kekuasaan dan meserinci  siapa-
wiapakah  yang bolebh sercara syah melakukan paksaan serta
siapa-siapakab yang harus mentaatinya dan Eekaligug memilF
ihk&n ﬁaﬁhgimﬁaﬁkﬁi yvang tepat dan efektif 3) mehyele%aif
-haﬁ sengketa;  4) memelibara hemampuan masyarakat untuk
memy&auaikan;.diri déngan kondizi~kondisi kehidupan yaﬁg

selalu  berobah, dengan caré maerumuskan kembali hubungan
antars ﬁara anggota masyarakat itu,®? | ¢

Usaha untubk mamadukan antara hukum pamerintah:dengan
pranétawpranata adat yang telah ada juga menyangkut ten-—
tang. kepatuhan  hubkum, Earena haqaimana. magyarakat akan
mamatiuthi hukue kalauw aturannya ﬁ&hdiri sulit untuk difaha-

mi. Sementara fihak menganggap bahwd kepatuhan  hukum

terutama disebablan  karsna rasa takut pada sanksi  yand
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negatif, karena ingin memelihara hubungan baik dengan
rekan-—-rekan aekalﬁmpok atau pemimpin, karena kepentin-
gaﬁﬁya terlindunag, karena cocok dengan nilai-nilai  yang
dianut dan %etaruﬁnya}-7) |
R Peradilaﬁ desa yang kehadirannya diharapkan dapat
'mmﬁpertemukén antara pranata-pranata adat yang télah ada

dan  hukum pemerintah, diakui secara syah menurut undang-

undanyg  pada  tanggal 8 Mert 1935, Lembaran Negara No.

|
L3

1021930 dia bawah pasal 3 Rechterlikike Drganisaﬁie (R.0),
yaitu dengan menyisipkan pasal 3a yang berbunyi sebagai
berikut 1) Semua ﬁewkara'yang menurut hukum ‘adat' wajib
harus diselesaikan oleh hakim-hakim masyarakat hukum adat
(hakim-hakim desa) tetap ditangan mereka; 2) Eetentuan
dalam ayat 1 tidak Mmengurangl fhak penggugat urtuk  seltaap
wakiu meyerahkan perkaranva kepada hakim gﬂh&rnemen yang
harwenang, Jika - gugatannya menvenghkut hak—ﬁak perdata
(hugerlijke rechter)y 3) Hakim-hakin adat, tersebut dalam
ayét, mema sk an meﬁurut hukum adat dan mereka tidak boleh
menjatubkan hukum pidana. R

Mangihgat clena sahagai'péﬁl terdepan darl sistem
pemerintahaq di Indmnésia, dan diﬁitu_térsimpan pranata—'
pfanata agat yvang kemuﬁghinan hénya diketahui o leh masyarw'
akat setempat haupun para pejabat desa setEmpat, maka
dilalui pragilan desa, pranata—pﬁanata adat itu dapat
digali dan diseleksi unfuk dipartemukan deﬁgan hukum

pemarintabh. Usaha antuk senadukan hukum pemerintab  dengan

pranata-pranata adat yang telah ada sebelumnya itu  dalam



rangka mencari hukum yang dapat memenubi perasaan keadilan

masyarakat.

PERMASAL AHAN
- Dari wraian tersebut di atas, saya akan melihat -
peranan pranata-pranata adat dalam mendampingi hukum

pemgrintab, agar hukum.  betul-betul dapét mencerminkan
parasaan keadilan masyarakat. Apakah peradilan desa (adat)

memungkinkan untuk maksud itu 7

PEMBAHAEAN MASALAH

Hymans dalam tabun 1933 menunjukkan adanya pérgimw
pangarr  jalan dalam ilow péngeﬁahuan hubkum _éebagai lawan
aliran dogmatis sholastik, dia mengemukakan timbulnya
aliran sosiologis, yang dalam bukum  sipil mementingkan
'gyarat kepatuhan. 7 Begitu jugé Van der Hayden menyatakan
bahwa oakuran~—ukuran yénq waiar seperti akhlak vyang baik
Lepatuhan dan. kepantasan, makin banvak menjadi babhan
pertimbangan di  dalam bukum. 10) Dengan  demikian  hukum
harus  sudab o mulai  diarabkan  untulk melihat kenyat san-
kenvataan konkrit di dalam masyarakat., Tepai jauh sebelum
itu para ahli hukom adat telah memasalahian hukum yang
secara  konkeit telah ada dalam masyarakat.:'ﬁeperti Tear
Haar mi%alnya,.aada upacara dies ﬁatalis ﬁethtﬁhpge sehool
pada  fanggal 28 Oktober 1930 telah mengasjukan .beberapa
permasalahaﬁ seperti 1 bherdasarkan apak@h keputusan hak im

seperti yang dilakukannya dalam BLtatiy kaputusan (vonis) 7
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Apakah  ada peraturan hukum yvang mempunyvail keuenderungah
untuk menentukan keputusan hakim dan dengan cara bagaima-
nakah_ hakim dapat menemuinya, untuk memperkuat alasan
keputusannya, baik ﬁeﬁudah-maupun aabelum keputusannya  7?
Q}ka pératuran tidak ada, apakab yang mengikat putﬁﬁannya
atau bagaimanakah keputusan tersebut dapat'dibenarkan,li}
_PertahyaaNMpmftanymén teréabut di atas. dijawab
dengan bahwa hukuwn kebiaﬁaan, diketalhui lembaga~lembaga
vang telah . tiobul dari jaman dahulﬁ darm dalam hubungan
magis dan dipelibhara oleh beputusan-~keputusan, keputusan-
Eeputusan ‘ﬂari warga sehukum, . kKhususnya teputusan—
keputusan dari kepalgwkepalé rakyat yang mempunyai w;hawa
Cyang iLkut serta dalam tindakan—-tindakan huﬁu{ keputusan
dari haki@ﬂhékim kepada siapa siserahkan perkara itu,
émjauh keputusan~kgputqaan Pt paling spdikit tidak aeba—
gal ékibat daripada Eesewenang-wenangan abtauw karena
ketiﬁak tahuan, bartehtangan dergan keaadaran hukum  dari
rakyat, akan tetapi sejauh (keputusan tadi)'ﬁeauai dengan
kesadaran hukum,'aléh kwrgna it akan diteﬁima atan sakur-—
angmkuwanénya dikolerir,12)
k&muﬁian pacia tahﬁn 1924, Ter Haar akan memperhbalus
ncapannya  sendiri 'bahwa "agat suUupaya  suatia pératuran
.dengan pengertian tertentu dapat Gianggap syah, harus labh
dia  mengetahuy kepmtusan~keputuﬁén di masa | lampéu, Jjadi
tingkah lakua wafqawwarga sehukum, yang menperlibatkan
hahwa keputusan-keputusan itu tarjadi karena keyakinan,

babwa masyarakat menginginkan tingkab laku demikian pada



waktu teriadi perselisihan  (vang oleh sebab' itu Jjuga
dapat dianggap merupakan kaputuﬁan).”lE) Akhirnya pendapat
tersebut  diperbaharui melauwi pidato diesnya pada tanggal

28 OGktobher 1937 bahwa hukum adat adalah keselurchan dari

aturan—aturan vang terdapal dalam k&putuganwképutuaan yang
- ,

herwibawa“l4) FPendirian terékhir inilah. vang kemadian
Imenjadi polemik diantara 5ésama éhli hukuﬁ adat, bahwa
perobahban pendirian itu dianggap sebagal kemundu%an dalam
FtkoLam &dét (demikian  kata Hmlieman)lﬁ}; dan kamajuan

begitulah kata Logeman dan van Hattum. ia)

rnya  makna dari polemik yang timbul

i

apakah sebena
diantara para guru besar_hukum adat pada abad ke 19 itu
tigdak lain adalah.bagaimana mentari bentuE Pukum yang se-
sial  dengan  perasaan  keadilan _maéyarakat, yang dapat
diterina  oleh masyvarakat, sehingga hukum itu .b@narmhénar_
dapat mencerminlkan keadilgh sasual dengan yang diharaphkan.
Bagaimana Emharang.kalau kita audah mengetabu kenya—
taan—kenyataarn bhueum dalam maﬁﬁarakat?. Separti apa  yang
diungkapkan oleh Halleman babwa di dalam masyarakat pribu%_
mi ada kecenﬂerungah bk mmnniuﬁg teltangganya, unltuk
menghindari pmr%&liaihan antara ée&ama manusia, ,tidag
mambari alasan hagi dirinva untuk'menjaﬂi buah tuturimrang
Clain dan Qntuk menghormat moral yang heflaku umum. Apabi-
1@, karena_hwpentingan varng berlawanan, yang ékan mengaréh
kapada suatu pertikaian,; maka dengan seaala Qmaya nfang
ak%n SmEncola untgk mencagabnya. Jikalau terﬁyaté* bahwa

pertikaian  ind  tioak dapat dielakkan, maha Fibak-—-Ff1hak
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vang barkeapentingan dengan musyawarah bersedia dengan
senang hati untuk menerima suaty pemnecahan  yvang pantas,
dan apahiim siatu  pemecahan yang patut tidak mungkin
dicapal, maka. orang lain akan memban £ agar terdapat
pérdaﬁaian antara metreka sendiri, Baik 'dan@an mendesak

kepada salah satu fibhak untuk mengalah, maupun agar Lkedua

belah fibkak berikorban, dengan maksud  untuk  menghindari.

sengketa  yang terbuka. Apabila terjadi senghketa terbuka,

ataupmin terjadinya secara tiba-tiba karena keadaan, Drang

masih telap térbuka bagi tuniutan-tuntutan yvang patut dari

pihak yang lain ataw untuk swatu pgrdamaian yang baik atas

usaha mereka sendivi, maupun atas bantuan seseorang  yang

paling  cocok  untuk menqurus hal-hal seperti  dind, vyakni

"Kepala deﬁa" {lurah)g_kadamgwkadang Yhekel". Pada umumnya
arang menyesUaikan diri kepada penecahan Qang didapat ataﬁ
keputusan pantas yang'diambil. ;?} Ben{uk pémwﬁahah séper—
i inilah  vyang di dalam istilah Jawa disebut “"Rukun’
dengan  maksitd "manguﬁahakan_agar mendapat kesepakatan” ,
atan "menyelesaikan secara damai, "mencapai peréatuiuan“,
atau'“m@ndapat pemaaahan.lﬁ)- |

‘Di dalam "rukun” ini masyarakat desa dalam menghada-
pi par tentangan ﬁepentingan debih mengﬁtamakan suatu
masalabh  dtw  "terpecahkan® dari pada “diputus". Hal ini
sesual dengan pengalaman Holleman sebagai hakim d&n pene-
litiannya téntang bukum adat dari penduduk  di  wilayah

Tutluing Agung'yanq menyatakan 5ebagai'b@rihut t

.
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Het heeft mij; zoowel in de rechtszaal als in dé desa,
Cwanneer ik daar terloops of opzettelijk onderzoek deed
naatr het adatrecht der bevoliking. telkens weer getrof fan,
dat de inlander bhij confliut_vaﬁ_hélangen tot het uiterste
streeft naaf pene ninnelijke schikking en dat er hem moeer
AAn gei@gen is eane kwestie "opgelaost” dan wel "beslits”

te ziem,t7!

Dari pernyataan tersebut di  atas taﬁpak, bahwa
masyarakat desa menghmndaki_auatu pemecahan  dan bhanva,
me e ey keputu%an Vv EnG ﬂapat-ditarima dan dirasa'adil olekh.
'para.fihak vang bersengketa. Dengan melalul muﬁyawaréh aaa
muitakat  diharapkan damat,mamb@rikan suatu keputusan  vang
patut,  Hukum tidak teritnlis ﬁ@mungkinkan bk diguhakan
dalam pemacaban ﬁewérti indy karena hukum adatlitu HERNAN -
tiama tumbuhl dari suatu kb tuhan hidup yang-nyata,. CARra
i chup dan.p@ﬁdangan hadup yang kaﬁéiuruhannya merupakan
fhebutuhan  masyarakat te@pat hukum adat itu  bearlako. -QQ)
.ﬁehinqga dalam menyvelesaikan suatul mazalah di antara
anggota masyarakat, hukum adat cenderung untuk disesuwaikan
dengan situasi dan kondisi, <1

| Demikian juga paroh&han ian perhwmhangan huﬂum adat.
yéﬁg bmrlékug mepurut ter Haar, hanya (harus) terjadi
bwrdm%arkén keputusan, Sehingga 'tidak' dépat -dialakkan
halmgn ~ perkembangan damikiam zelali dmulai'dengan pelang—
pgaran  terbadap peraturan-peraturan yang berlaku. Apalkah

pelanggaran  Lta ssrupakan sualu gejala perkambangan ataw



perkosaan t@rhada@ hubum, tergantung dari  pada diterima
tidaknya keputusen vang aelanggar liw oleh warga-warga dan
kepala-kepala rakyat, fakta mana selanjutnya paling sedi-
kit Jika tidak {timbul ﬁerlawanan dalam bentuk protes

massa, dapat diketahui lagil dari keputusan keputusan  yvang

i

timbul, 2=}

Ferobahan  dan perkenbangan ﬁﬁkum yang timbul dari
lapisan masyarakat yaﬁg paling bawah seperti tersebut di
atas yang oleh para ahli hukum  adat, diénggap sebagai
hugum. yané Pricup, Eehingga_kehadiranmya tidak ﬁgpat - dia-
braci ks a begitu saja.-kenyataanmkenyataan spperti ini dapat
diketabul dan digali melalui herédilan desa, karena pera-
dilan ini 1ahg5uﬁg e aca ﬁi 'tmngah;t@ngah - masyarakat
.deﬁgaﬁ Cwegala problemanya. Pengakuan secara  sah  menurut
urclang-undang dari pada peradilan deﬁa'dan'pengaturan ﬁer*
hadtannya  dengan pwngadilah gub@rnﬁmeﬁ, vang dalam tahun
A28 &mlah dibeia oleh Taer Haar, sunggub-sungoub berguna
agi [arbaikmﬁ pemhagian_paradilan dalam linghkungan kekua-

o'_j"'r . .
2%) pehagaimana dengan dengan

ﬁéan peradilan gubsrnemen.
tepat diﬁebutkah~di galam memori jawahﬁn,-yang bersanghkut-
an terhadap lahuran para "gedelegeerden dari Volkraad
(Dewan Rakyvat). babwa pengadilan negerid flandfaad\ adalan
agak Jauh terpisab dari kehidupan hukum yaﬁm_ asebaenarasa
dari-rakyat; 24) Derigarn SeCara tergtur mengetabui  keputue
Gan-keputiasan 'deﬁa; pakerjaah pengmdilaﬁ ﬂégeri dap&t

diperhalus den diperingan. Keputusan-keputusan itu memung-

kinkan pengadilan negeri dapat mengenal bukum adat vyang

i0
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Fidug,

.Dalam karangan tentang adat kerapatan di  Minangka-
bata, Mr. Guyt menulis babwa hakim gubernemen dalam waktﬁ
vang singkat dengan bimbingan suatu kedaulatan.dari .suatu
‘rapat; dituntun ke daiam paraturan-peraturan ﬁetaméat yéng
herlaku, bhal mana besar manfaatl baginya di  suatu  daerah
aseperti  di Misgakabaw, di mana adat yéng berlaku  pada
negari  sangat berbeda~beda. Di daerah ini karenanya pula
aswudah semenjak Labun 1“-.”.:'@El Jadi lima tahun sebelum peradi-
Lan  desa diakul secara sah menurut  wndang-undang, telah
merupakan Jurispradensi tetap, bahwa dalam perkarawpefkaré
'int@rn keluarga, Qi.penuntut mula-mila  harus berusaha
ﬁupaya- pergoalan ity diselesaikan oleh -suatu képﬁtugan
ther e i, .kmrqpatan neEgari, shelum memhawanya kepada hakim
gubernessn. ~0)

Jutpa pengadilian negrei di ngyakaﬂta, 5@bmlu¢ bigela-

kunya ordonansi % maret 19335 L.N. No.o 10271935  dalam

sengketa  tanah bertabun—tabun secara teratur menyelidiki
putusan-putusan dasun yang diambil olegh rapat desa  dalam

parkara bersangkutan.  Betapa hak%m Shanding yang lebib
itng@i bagi perkara-perkara tanah di- Jm@?akarta dahuln
menghargal  suatu keputusan desa, kiranya' fernyata’ dar i
suatis Heputuaan pengadilan btinggl (raad varn Jjustitaie) di
HEMH T ang tmrtyanggal E@ P@Eruari 19%0, di  mana ﬁadan
gpangadilan itu meﬁimhang4'haﬁwé suatu pubtusan desa seperts
itu, Jebih~lebih bila telah dilibat atau disetujui crl ety

pemhesar-pembesar métempatg' tidak boleh diusik  déngan

i1



partimbangan  vang dangkal. 7Y Hal iml adalah merupakan

statiu gambaran penghacrgasan dari keputusan dari  keputusan-

'kmputUﬁan pengadilan desa yang merupakan pencerminan dary

hukuﬁ Yamq higdup dalam maﬁyarakat. Di samping itq menun".
Jutkkan suatu kerjasama yvang serasi an&ara hukum adat  vang
telah ada di dalam masyarakat dan hukum pemerintahan  yang
dapat hérdampingan dan\ﬁéling merngisi dalam. memberikan

pelayanan keadilan sesual yang diharapkan masyvarakat,

KESIMPULAN'
dari uraian pembahasan tersebut di atsas, saya akan

m@nyﬁmpulka% babhwa 3

=~ HMuktm,  bagaimana bentuk dan—rumuﬁannya, tetépi tuiuan
utaman?a aaalah untuk memengthli rasa keadilaﬁ masyarakat.

~ Mukum  adat Csebagai hukum yang hidup  dalam. masyarakat
adalab  hulwmn yang'tumbuh can berkembang. sesual dengan
kmhmﬁdah'dan prez e hesmbangan maéyﬁf@kmt,

- pengadilan desa yaﬁg marupakan pengadilan yang'hidup i
fangah-tengab masyarakat; adalah merupakan. suatu lehbéga
YA dapaﬁ digunakan untuk-memp@rtemukan antara bukum

varg hidup dalam masyarakat dan hbukus pesgrintan.
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